ey -‘
W~

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN MENTERI

DANA KEISTIMEWAAN

NOMOR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

103 /PMK.07/2013-

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4)

Undang-Undang
Daerah
Menteri
Penyaluran Dana

Istimewdq
Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian .dan

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nompr 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3339);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI

PENGALOKASIAN

KEUANGAN TENTANG TATA CARA
DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY

-adalah daerah

penyelenggaraan urusan

provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam
pemerintahan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu
yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan

dalam Undang;

Undang mengenai pemerintahan daerah.

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY

yang diberituk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

bersama Gube¢rnur DIY untuk mengatur penyelenggaraan
Kewenangan Istimewa,




(»

10.
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Dania Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang

- berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang

dialokasikan | untuk mendanai Kewenangan Istimewa " dan

' merup_akan Helanja Transfer pada bagian Transfer. Lainnya.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur
penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY

- dan perangkat daerah.

Menteri Keugngan yang selanjutnya disebut Menteri adalah
Menteri yarlg' menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Ra.kyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemeriftah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

‘Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Dana Keistimewaan

yang selanjutnya disebut PPA DK adalah Direktur Jenderal
Perimbangan [Keuangan sebagai pejabat yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran Transfer ke Daerah untuk Dana Keistimewaan.

Kuasa ~Pe:nggu.na Anggaran Bendahara Umum Negara

- Pengelolaan |Transfer ke Daerah atas Anggaran Dana

Keist_imeWaén yang selanjutnya disebut KPA DK - adalah
pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal

- Perimbangan | Keuangan yang memperoleh penugasan dari

PA BUN/PPA DK untuk melaksanakan kewenangan dan

- tanggung jawab pengelolaan anggaran Dana Keistimewaan.
11,

-~ selanjutnya disebut PPSPM adalah  pejabat yang diberi
‘ke'weneingan pleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang

pe‘rmiritaan pembayaran dan menerbitkan  perintah

12.

. pembayaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

“adalah’ pejabdt yang diberi kewenangan oleh PPA DK/KPA DK

" untuk melakykan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

~ anggaran belgnja negara.

13. Daftar iIsian Pelaksanaan Anggaran Dana Keistimewaan

Daerahi Istim¢wa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIPA

- Dana Keistimewaan adalah dokumen pelaksanaan anggaran
" yang disusun oleh PPA DK. '




14.

15.

16.

L,

18.

19.

20.

21,
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Surat Keputusan Penetapan Transfer Dana Keistimewaan
yang selanjutnya disebut SKPT Dana Keistimewaan adalah
surat yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

yang memuat . jumlah Dana Keistimewaan dalam periode
tertentu.

Surat Perminiaén Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi
permintaan pernbayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh KPA atau
pejabat lain yeng ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana
yang bersumber dari DIPA Dana Keistimewaan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah| surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana
yang menyatalkan bahwa pengguna dana bertanggung jawab
secara formal dan material kepada Kuasa Pengguna Anggaran

atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu

kegiatan atau |hasil dari suatu program dengan kuantitas dan
kualitas terukunr,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang  selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengajuan
Pasal 2

Gubernur DIY |mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana
Keistimewaan | kepada  Menteri  Dalam Negeri dan
menteri/pimpinan  lembaga pemerintah nonkementerian
terkait - dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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(2) Menteri/pimpinan lemba{ga pemerintah nonkementerian
terkait merupakan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerfan yang menangani perihal kelembagaan,
kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
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(3) Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dillampiri dengan dokumen Kerangka
‘Acuan Kegiatan yang melngacu ‘pada Perdais, RPJMD, dan

- RKPD. A ,

(4) Kerangka Achan Kegiatan mencakup usulan program dan
kegiatan dengan sasaran yI g terukur.

Bagian Kedua

Penilaian Rencana KePutuhan
Pasal 3

(1) Menteri Dalam Negeri |dan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah honkementerian terkait melakukan penilaian
kelayakan kegiatan atas rencana kebutuhan Dana
Keistimewaan| ‘ '

(2) Menteri Dalam Negeri bertindak selaku koordinator dalam
melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(S)v Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
- berdasarkan skala prioritas. .

(4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil penilaian

. sebagaimana |dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan | Pembangunan Nasional paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan rencana
kebutuhan Dana Keistimewaan.

(5): Menteri Dalaun Negeri !dan menteri/pimpinan lembaga
- pemerintah njonkementerian terkait bertanggung jawab atas
hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
o ' i

Pasal 4

- (1) Berdasarkan |hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 3, Menteri dan Menteri' Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
melakukan pembahasan untuk menentukan usulan pagu
indikatif Dapa Keistimewaan berdasarkan kemampuan
keuangan negara. ' ’

" (2) Usulan  pagu indikatif Dana Keistimewaan dilaksanakan

~+  melalui mekanisme APBN. .
(3) Pemerintah engalokasikan Dana Keistimewaan dalam APBN’

‘untuk mendanai Kewenangan - Istimewa yang telah diatur
dalam Perdais|. :
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DIY dan kemampuan keuangan negara.

(0]

P

Bagian Ketiga

ngtépan.Alokasi

Pasal 5

Menteri menetapkan pedoman umum dan alokasi Dana
Keistimewaan masmg-masmg urusan keistimewaan berdasarkan

alokasi Dana Keisti

1mewaan yang ditetapkan dalam APBN.

Bagian Keempat

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Transfer ke Daerah Untuk Dana Keistimewaan

Pasal 6

. (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
mempunyai kewenangan atas anggaran Dana Keistimewaan,

(2) Untuk melak

pada ayat
Perlmbangan

sanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
(1), Menteri menunjuk Direktur Jenderal
Keuangan sebagai PPA DK.

(3) Tugas, fungsj, dan tanggung jawab PPA DK dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dalam Ang

(1) Berdasarkan
-~ dalam. Pasal

Bagian Kelima

garan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

penetapan - Menteri sebagaimana dimaksud
S5, Pemerlntah Daerah DIY menganggarkan

" penerimaan Dana Keistimewaan pada Pendapatan Daerah

... dalam APBD.
- (2) Pemerintah I
. . Keistimewaan|

aerah DIY menganggarkan penggunaan Dana
sebagai belanja dalam APBD berdasarkan hasil

- pembahasan atas usulan Kerangka Acuan Kegiatan yang telah
dltetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan APBN.

Pasal 8

:- (1) Dana Keistimewaan dlgunakan untuk mendanai kegiatan
: dalam 1 (satu) tahun anggaran.

" (2) Dana Keistimewaan tidak dapat digunakan untuk mendanai
. kegiatan yang telah dldaneu dari. sumber lain baik yang
bersumber dapi APBN maupun APBD.

(3) Kegiatan -yan

g didanai denigan Dana Keistimewaan harus

dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD.

i
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BAB III
FENYALURAN

Bagian Kesatu

: Kuasa Pengguné Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Transfer ke Daerah atas Anggaran Dana Keistimewaan

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Keistimewaan, PPA DK
menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan| Keuangan sebagai KPA DK.-

(2) Tugas dan fungsi dari KPA DK dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Keistimewaan dari Rekening Kas Umum Negara

ke Rekening Kas Umum Daerah
Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui tata cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga)

tahap, yaitu:

a. tahap I dilaksanakan setelah:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan dari Gubernur DIY; dan '

2. KPA DK menerima Laporan Akhir Realisasi Penggunaan
Dana Keistimewaan dan Laporan Akhir Pencapaian
Kinerjag Dana  Keistimewaan tahun anggaran
sebelumnya dari Gubernur DIY; :

tahap II | dilaksanakan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja|setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian

Kinerja tahap I tahun anggaran berjalan dari Gubernur
DIY; dan

tahap III| dilaksanakan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian-

Kinerja tahap II tahun anggaran berjalan dari Gubernur
DIY. )

(38) Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakykan dengan rincian sebagai berikut: '

a.

b.

tahap I disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pagu Dana Keistimewaan; '

tahap II disalurkan sebesar 55% (lima puluh lima persen)
dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian _-
Kinerja tahap I mencapai minimal 80% (delapan puluh
persen); dan




(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

©C.

R

tahap III
pagu Dai
Kinerja t
(delapan

Gubernur DI
Pencapaian

Dalam Neger
nonkementer

Mentert Dal

MENTERI KEUANGAN

EPUBLIK INDONESIA
-7 -

disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
12 Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian
ahap [ dan tahap II mencapai minimal 80%
uluh persen). '

Pasal 11

¥ mengajukan permintaan verifikasi atas Laporan
Kinerja tahap I dan tahap II kepada Menteri
i dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan
ian terkait dengan tembusan kepada Menteri.

lom  Negeri dan menteri/pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi atas
Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II.

Menteri Dalam Negeri bertindak selaku koordinator dalam
melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan Has
disampaikan
penyaluran I

Menteri Dal

1 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Gubernur DIY sebagai persyaratan
ana Keistimewaan tahap II dan tahap III.

am Negeri dan menteri/pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab atas
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12
Penyaluran |Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal| 10 dilakukan berdasarkan Surat Permintaan
Penyaluran |Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh

Gubernur DI

(" atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK.

Surat Permir

dilengkapi de{h

1taan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I
gan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. SPTJM yfmg ditandatangani oleh Gubernur DIY atau
pejabat yang diberi kuasa;

b. Dokumen | Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD); dan

¢. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan.

Surat Permii

itaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap II

dan tahap |III dilengkapi dengan dokumen pendukung

sebagai berikut: _

a. SPTJM yahg ditandatangani oleh Gubernur DIY atau
pejabat yang diberi kuasa; .

b. Dokumen|Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD);

¢. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan;

d. Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja

Dana Keis

Laporan
herdasarl

timewaan; dan

Realisasi  Penyerapan Dana Keistimewaan

an SP2D yang telah diterbitkan.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8 -

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) paling
kurang memuat: .
a. program/kegiatan; dan S
b. rencana dan realisasi tingkat keluaran (output).

(5) Berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran . sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPA DK menyalurkan Dana -
Keistimewaapn  sesuai dengan  ketentuan -peraturan
perundang-undangan. ’ : '

(6) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a)
dan - ayat (3) huruf (a) tercantum -dalam Lampiran 1
yang meruppkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. - ‘ '

(7) Format Laporan Realisasi- Penyerapan Dana Keistimewaan
sebagaimang dimaksud pada ayat (3) huruf (e} tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturgn Menteri ini.- : B

Pasal 13

(1) Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap III

: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan -
oleh Guberhur DIY atau pejabat yang diberi kuasa
kepada KPA DK paling lambat pada tanggal 1 Oktober tahun
anggaran berjalan. o o

(2) Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas
Umum Daerph DIY sampai dengan ' akhir tahun anggaran
menjadi sisq anggaran lebih pada APBN dan tidak dapat
dijadikan penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan
tahun anggaran berikutnya. ‘

(3) KPA DK dan|Pemerintah Daerah DIY melakukan rekonsiliasi

atas pelaksanaan Dana Keistimewaan setelah akhir tahun
anggaran. '

(4) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdapat sisa anggaran- Dana Keistimewaan pada
kas daerah, | sisa anggaran tersebut diperhitungkan pada
penyaluran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga -

Pencairan
Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran sebagaimana’
dimaksud dalam Pasal 10, KPA DK menetapkan SKPT Dana
Keistimewaan berdasarkan DIPA Dana Keistimewaan.

(2) Berdasarkan [SKPT Dana Keistimewaan, PPK menerbitkan dan B
menyampaikan SPP kepada PPSPM.‘ S o




(3) SPP sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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pada: ayat (2) dilampiri dengan

dokumen sehagai berikut:

Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan;

SPTUM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau

pejabat yang diberi kuasa;

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA SKPD);

a.
b.

c. Dokumen
d. Dokumen

encana Penggunaan Dana Keistimewaan;

Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja
Dana Keistimewaan; :

f. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan;

g. SKPT Dana Keistimewaan; dan
h. Daftar Nominatif Penyaluran dan Transfer Dana
Keistimewaan.
Pasal 15
Berdasarkan | SPP, PPSPM melakukan pengujian  atas

permintaan pe
ketentuan pera

PPSPM  menerbitkan SPM setelah melakukan

sebagaimana d

PPSPM

menyampaikan

mbayaran Dana Keistimewaan sesuai dengan
turan perundang-undangan.

pengujian
imaksud pada ayat (1). '
SPM ke

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara dengan dilampiri:

a. Daftar Nominatif Penyediaan Dana Keistimewaan; dan

b. arsip data

Berdasarkan

komputer,

SPM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

menerbitkan $SP2D.

Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

KPA DK men
transfer Dana

tahapan penyeluran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
diterbitkan.

setelah SP2D
Gubernur DIY

Pasal 16

girimkan Lembar Konfirmasi atas anggaran
Keistimewaan kepada Gubernur DIY setiap

atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan

Lembar Konfirmasi kepada KPA DK paling lama 5 (lima)
hari kerja setdlah Lembar Konfirmasi diterima,

Lembar

Konfirmasi

merupakan bukti penerimaan bagi

Pemerintah Daerah DIY atas penyaluran Dana Keistimewaan.

Format Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.




)

- 2)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

@)
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Bagian Keefnpat

_Pclaporan
Pasal 17

Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir -
Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA DK
pada tahun |anggaran berikutnya sebagai syarat penyaluran
Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya.

Format Laporan Akhir Realisasi- Penggunaan Dana
Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak. terp1sahkan
dari Peraturgn Menteri ini.

Pasal 18

Pemerintah Daerah DIY Wa_]lb menyampaikan Laporan Akhlr
Pencapaian |Kinerja Dana Keistimewaan kepada Menteri
Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah-
nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menten
pada tahun gniggaran berlkutnya

Menteri Dalam Negeri dan rneﬁteri/ pimpinan lembaga

‘pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi atas

Laporan Akhir Pencapalan Kinerja sebagalmana -dimaksud-
pada ayat (1)

Menteri Daldm Negeri . bertindak selaku koordinatb‘r. dalam

melakukan v

Menteri Dalaj
sebagaimana
sebagai pers)
tahun anggar

Menteri

terkait
sebagaimana

Dalam
menteri/pimpinan

erifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

m Negeri menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi
dimaksud pada ayat (2) kepada  Gubernur DIY
varatan penyaluran Dana Kelshmewaan tahap I
an berikutnya.

' dan
nonkementerian

selaku’  koordinator
pemerintah .

.Negeri
lembaga

bertanggung jawab penuh atas hasil ver1ﬁkas1

dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran
Dana Keistimewaan. ~

Menteri/ pimpinan

lembaga pemerintah nonkeménterian

. terkait melakukan pemantauan evaluasi kinerja teknis dan

pencapaian
kegiatan di.

keluaran (output}) terhadap penyelenggaraan
daerah yang dibiayai dari Dana. Ke1st1mewaan

sesuai dengan kewenangan urusan kelstlmewaan




KETEN

Untuk Tahun Ang
penyaluran Dana

MENTERI KEUANGAN
FEPUBLIK INDONESIA-

- 11 -

BAB IV
TUAN PERALIHAN

Pasal 20

zparan 2013, tahapan dan waktu pelaksanaan
Keistimewaan disesuaikan dengan penetapan

alokasi Dana Keistimewaan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai pedomal
Anggaran 2013.

KETE]

Peraturan Menteri

Agar sétiap orang

Peraturan Mentei
Negara Republik I

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI HUKUM.DAN HAK ASASI MA)

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

n umum dan alokasi Dana Keistimewaan Tahun

"BABV '

NTUAN PENUTUP

Pasal 21

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya, memerintahkan pengundangé‘n
i ini dengan penempatannya dalam Berita

1donesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
. ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

VUSIA

. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 931

Salinan sesuai de

KEPALA BIRO'UMUM .
ub.
' 'KEPALA BAGIANT.U. KF

P

GIARTOé"}_
NIP 195904201984021001

ngan.aslinya

MENTERIAN

i




"LAMPIRAN [

NOMOR
TENTANG

103 /pMK.07/2013

KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA-

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA

L~

{op Kepala Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Ya.ng bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Menyatakan

Dana Keistimewaan Daerah Istimgwa Yogyakarta Tahun Anggaran

.....................

.............................................

...........................................

bahwa 'saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan

......................

Tahap ............. dengan jumlah sebesar Rp.............coo....... (coenen rupiah).

Apabila di kemudian hari tefjadi penyimpangan terhadap pengunaan dana

tersebut di atas sehingga menim

bulkan kerugian negara, maka saya bersedia

niengganfi dan menyetorkan kerygian dimaksud ke Kas Negara serta bersedia

dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Demikian Surat Pernyataan ini|dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal...

Materai 6000

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UM‘_' M. -
u.b..

- KEPALA BAGIAN T.U, KEMENTERIAN .

GIARTO é ,
" NIP 1959042019‘84

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

e—-b



- LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 /PMK.07/2013
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
- KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI KEUANGAN
REPLIELIK INDONESIA-

FORMAT LAPQRAN REALISASI PENYERAPAN

Kop Kepala Daerah

LAPORAN REALISASI

PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN

DAERAH ISTIMEWA YQGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 20XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

...........................................

.

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pengunaan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran......... Tahap....... sebagai
berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
Tahap I : Rp.
Tahap 11 ' Rp.
Tahap 111 : Rp.
Total : Rp.
Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah
Tahap ini : Rp.
Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp.
Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Jraum Daerah Rp.
Realisasi Pembayaran dari Rekening
Kas Umum Daerah
No Bidang/SKPD Pagu (melalui SP2D Daerah) Sisa Pagu
Tahap | Tahap II Tahap 1
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
dst.
Jumlah

Bulti-bukti realisasi penggunaan Dana Ke

stimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum

dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal....

.......................................

Materai 6000

Nama

Salinan sesuai dengan ashnya

KEPALA BIRO UMUM ’
u.b;’ .

KEPALA BAGIAN T U KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 19 590420198402 100 1

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI




" LAMPIRAN NI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 /pMK.07/2013
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTER! KEUANGAN

RAER

UBLIK INDONESIA.

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI

Telah terima dari
Melalui KPPN Sejumlah

Terbilang
Untuk Keperluan

Tanggal diterima

LEMBAR KONFIRMASI A

....................

: Penyaluran D

: Direktur Jenderal Perbendaharaan Selalku Kuasa Bendahara Umum

Tahap : .......

Dana tersebut telah diterima pada rekening kas Daerah sebagai berikut:
' No Rekening

Nama Rekening

Nama Bank

TAS TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

.......................................................................

.......................................................................

.........

.....

.......................................................
.......................................................

.......................................................

......................................

Materai 6000

Nama A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM o

GIARTO ¢

NIP 195904201984 02100 1 /

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI




MENTERI KEUANGAN
EPUBLIK INDONESIA.

s

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1(Q3  /PMK.07/2013

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN

Kop Kepala Daerah

LAPORAN AKHIR REALISASI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Bidang
SKPD .
: VOLUME x REALISASI PENYERAPAN REALISAS! | PROGRESS .
NO | KEGIATAN KEGIATAN | G SISA PAGU | PENYERAPAN | KEGIATAN | KET.*)
* U DALAM % DALAM Y%
TAHAP | | TAHAP I | TAHAP NI
: . y c . (8)=(4)-
(1) (2) @ @ © (6) @ (S)+BY+(7) ©) (10) (1
1
2
3
4 ..
5
dst

- ¥ = di isi tempat kegiatan dan keterangan lainnya

Demikian dokumen ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal....

.........................................

Materai 6000

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM™ .

KEPALA BA

GIARTO

il

u.b.

{GIAN T.U. KEMENTERIAN | .

NIP 195904201984021001. .

-
L’

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI




